GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 46 TAHUN 2012 TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA
ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

Menimbang

Mengingat

. da.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Republik
Indonesia Nomor 123/Permentan/SR.130/11/2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Republik
Indonesia Nomor 69/Permentan/SR.130/11/2011 tentang
Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013
maka Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 46 Tahun
2012 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi
(HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor
46 Tahun 2012 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran
Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013;

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3478);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4297);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahraan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5015);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4079);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang
Ketahanan  Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4254);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan
Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi
Sebagai Barang Dalam Pengawasan;

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
40/Permentan/OT.140/4 /2007 tentang Rekomendasi
Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
43/Permentan/SR.140 /8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara
Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Tahun 2011
Nomor 491);

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik,
Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Tahun
2011 Nomor 664);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
94/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran,
Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi
Pupuk (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 366);

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
69/Permentan/SR.130/11/2012 tentang Kebutuhan dan
Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor
Pertanian Tahun Anggaran 2013;

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor
15/M-DAG/PER/ 4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran
Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
82/Permentan/0OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan
Kelompoktani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1055);

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik
Indonesia Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan
dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang
beredar di Pasar;
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27. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
237 /Kpts/0T.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan
Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;

28. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula
Pupuk An-Organik;

29. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara
Nomor 7);

30. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Nomor 8);

31. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Nomor 9);

32. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Nomor 17);

33. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2012 tentang Alokasi
Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2012 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 46 TAHUN
2012 TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN
2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 46 Tahun 2012 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga
Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 Nomor 46), diubah sebagai

berikut:
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1. Ketentuan Lampiran I, II, dan III, diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan lain dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 46 Tahun 2012 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga
Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor
Pertanian di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013
dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 30 Desember 2013

GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA,

/y

NURDIN LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013 NOMOR 30



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2013

MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KABUPATEN / KOTA

NOMOR

30 TAHUN 2013
TANGGAL 30 DESEMBER 2013

(Ton)
SEMULA MENJADI

NO| KABURATEN/KOTA UREA SP - 36 ZA NPK ORGANIK UREA SP - 36 ZA NPK ORGANIK
1. |Medan 691 60 105 150 46 671 46 130 118 0
2. |Binjai 965 381 306 806 55 887 327 244 449 0
3. |Tebing Tinggi 402 47 147 360 2 379 45 125 230 0
4. |Pematang Siantar 431 660 913 1,658 294 349 605 960 1,655 205
5. |Tanjung Balai 154 40 43 50 20 104 40 40 40 20
6. [Nias Barat 927 3 0 23 2 927 3 0 15 0
7. |Padangsidimpuan 1,559 383 377 1050 172 1,459 328 414 763 75
8. [Deli Serdang 19,834 4,560 5,405 10,656 943 19,584 3,638 5,627 9,302 0
9. |Langkat 12,963 3,608 3,235 8,238 523 12,963 3,380 3,273 7,764 0
10. |Simalungun 21,406 5,131 7,022 17,895 4,144 21,206 4,384 8,222 17,570 2,826
11. |[Karo 18,859 6,705 7,002 13,949 9,935 18,659 5,897 6,405 11,466 8,516
12. |Dairi 11,274 3,308 2,610 7,696 3,686 11,194 3,233 2,910 7,164 2,915
13. |Asahan 5,468 2,290 2,516 7,736 628 5,388 1,984 2,518 7,736 339
14. [Labuhan Batu 3,786 955 807 2,769 93 3,786 858 882 2,683 60
15. [Tapanuli Selatan 4,577 1,341 1,044 4,697 262 4,507 1,180 1,136 3,172 185
16. | Tapanuli Tengah 1,569 425 126 2,024 57 1,239 325 126 1,600 0
17. | Tapanuli Utara 4,109 1,538 1,259 4,351 1,116 3,889 1,472 1,438 3,931 693
18. |Nias 1,699 60 - 27 2 1,599 35 0 5 0
19. [Mandailing Natal 5,054 375 294 1,672 250 4,884 288 282 1,090 115
20. |Toba Samosir 3,625 962 1,291 3,892 1,134 3,174 887 1,291 3,331 686
21. |Serdang Bedagai 14,608 6,592 6,864 11,253 1,063 14,308 5,680 7,497 9,355 568
22. |Humbang Hasundutan 1,591 545 239 1,564 316 1,591 530 179 1,272 157
23, |Pakpak Bharat 1,285 281 228 416 369 1,285 205 228 320 250
24 |Samosir 1,753 432 745 1,168 571 1,703 358 745 870 325
25 [Nias Selatan 2,434 4 - 10 2 2,434 2 0 0 0
26. |Batubara 5,754 2,702 3,777 5,173 658 4,454 2,526 3,865 4,285 325
27.|Padang Lawas 5,961 1,904 1,680 6,214 546 5,891 1,503 1,972 5,852 350
28. |Padang Lawas Utara 5,729 1,029 971 4,412 245 5,383 813 1,138 3,989 75
29. |Labuhan Batu Selatan 3,867 984 618 3,318 177 3,847 826 928 2,914 90
30. |Labuhan Batu Utara 3,207 567 375 2,214 74 3,187 482 425 2,014 25
31 [Gunung Sitoli 630 40 0 30 12 630 30 0 23 0
32 [Nias Utara 889 90 0 30 2 889 90 0 22 0
JUMLAH 167,000 48,000 50,000 125,500 27,400 162,450 42,000 53,000 111,000 18,800

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO




